PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-

C.

Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik, maka setiap Badan Publik wajib
menyediakan, memberikan  dan/atau  menerbitkan
Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya
kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang
dikecualikan sesuai dengan ketentuan,;

bahwa dalam upaya penyediaan informasi publik di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, maka perlu
disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi
pedoman bagi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) dalam penyediaan dan pengelolaan
informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat
diakses oleh masyarakat dengan mudabh;

bahwa Peraturan Bupati Sampang Nomor 15 Tahun 2011
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, belum
mengatur secara keseluruhan mengenai mekanisme
permohonan informasi publik dan Standar Operasional

Prosedur pelayanan informasi pada Pejabat Pengelola



Mengingat

d.

0.

Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Sampang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Informasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sampang;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi jawa Timur (Lembaran Negara tahun
1950 No.19, tambahan lembaran Negara nomor 2930;
Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4846);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

3-

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun
2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan
Informatika

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor
1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa
Informasi Publik;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun
2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur
(Lembaga Daerah Tahun 2005 Nomor S seri E);
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17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2011
Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur
Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL
PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG

Pasal 1

Pengaturan Standar Operasional Prosedur (SOP) bagi Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
merupakan pedoman dalam pengelolaan informasi bagi Satuan Kerja
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dalam
penyediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan pelayanan informasi serta

penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

Pasal 2

SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara terinci tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sampang

Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku lagi.

Pasal 4.....
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 22 Juni 2015

BUPATI SAMPANG,

H.A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 22 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 30



